
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi 

Nusa tenggara Timur [Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4271); 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun l 945· 

' 

1. 

a. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan 

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan 
memperhatikan potensi daerah; 

bahwa peraturan daerah kabupaten Manggarni Barat 

Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian 

Biaya Adrninistrasi sudah tidak scsuai lagi dcngan 
ketentuan pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, rnaka perlu dicabu t; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 
Peraturan Dae ra.h kabupaten Manggarai Baral Nornor 

10 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya 
Administrasi; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI MANGGARAI BARAT 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

NOMOR 8 TAHUN 20i5 

TENT ANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAVA 

ADMINISTRASI 

. :·_·J 



Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2005 tentang 

Retribusi Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Manggarai Barat Tahun 2005 Nomor 10 Seri C ) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 
BARAT NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI MANGGARAI BARAT 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 menjadi Undang-Undang, tentang Perubahan a tas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 
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TORAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

PROVINSI USA TENGGARA TIMUR : 08 TAHUN 2015. 

LEMBARAN DAE H KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHON 2015 

NOMOR 8 

ARAI BARAT, 

Ditetapkan di Labuan Bajo 
pada tanggal 6 Maret 2015 

Diundangkan di Labuan Bajo 

pada tanggal 6 Maret 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat. 
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Pasal2 

" Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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